
2. lJndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang--undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
lndonesia Nomor 52341; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerab Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah: 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
clima.ksud huruf a, perlu menetapkan kembali 
Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 
Sekretariat Dewan Pe:rwakilan Rakyat Daerah 
.Kabupaten Jepara. 

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 2 Peraturan 
Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Jepara serta Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Nomenklatur Sekretaiat Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provins! dan Kabupaten/ Kota, maka 
perlu ditetapkan Kedudukan , Susunan Organisasi 
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Jepara; 

BOPATI JEPARA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANJSASI, 
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA 

SEKRETARlAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN JEPARA 

TENTANQ 

PROVINS! JAWA TENGAR 
PERATURAN BUPATI JEPARA 
NOMOR 2 TAHUN 2019 

BUPATIJEPARA 



PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, 
SUSUNAN ORGANlSASJ, TUGAS DAN FONGSI SERTA 
TATA KERJA SEKRETARJAT DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA 

MEMUTUSKAN: 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 
Tahun 2016 tentang Pembeotukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Jepara Tabun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Jepara Nomar 11). 

6. Peratuturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 
Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur 
Sekretaiat Dewan Perwakilao Rakyat Daerah 
Provinsi dao Kabupaten/Kota (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1910); 

5. Peraturan Pemerintab Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerab (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Tndonesia Tabun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 244, 
Tambaban Lemba.ran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telab diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Uadang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan KeduaAtasUndang 
Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintah 
Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tabun 2014 tentang 
Apararur Sipil Negara [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5494) ; 
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Menetapkan 



(]) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari: 
1. Sekretaris; 
2. Bagian Umum, membawahi: 

a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; 
b. Sub Bagian Rumab Tangga clan Perlengkapan. 

3. Bagian Program dan Keuangan membawabi : 
a. Sub Bagian Perencanaao clan Penganggaran; 
b. Sub Bagian Verifikasi, Akunransi. clan Pelaporan: 

4. Bagian Persidangan dan Perundang-uodangan, membawahi: 
a. Sub Bagian Kajian Perundang-undangan, Hu mas, dan Publikasi; 
b. Sub Bagian Persidangan. Risalah. dan Prorokol. 

5. Bagian Fasilitasi Penganggaran clan Pengawasan, membawahi 
a Sub Bagian Fasilltasi Penganggaran. 
b. Sub Bagian Fasilitasr. Pengawasan. Kerjasarna clan Aspirasi. 

Pasa.J 3 

Susunan Orgtanisasi 

Bagian Kedua 

Sekretariat DPRD berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah, 

Pasal 2 

Kedudukan 

Bagian Pertama 

BAB Il 
KEDUDUKAN, SUSUNAN OROANISASl, TOGAS DAN FUNGSI SERTA TATA 

KERJA SEKRETARlATDPRD KABUPATEN JEPARA 

Dalam Peraturan Bupari ini yang climaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Jepara. 
2. Pemerinrah Daerah adalab Bupati clan Perangkat Daerah sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Jepara. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretais Daerah Kabupaten Jepara. 
5. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Kabupaten Jepara yang 
selanjutnya disingkat DPRD. 

6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabata.n Fungsional 
yang berada pada Sekretariat DPRD 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 



(1) Bagian Umum mempunyai tugas menyusun kebijakan teknis, 
mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas, rnembina, memfasilitasi, 
mengevafuasi, dan melaporkan pelaksanaan mgas dukungan teknis di 
bldang Tata Usaha, Rumah Tangga, Urusan Perlengkapan, 

Pasal 7 

Bagian Umum 

Paragraf2 

Sekretaris DPRD mempunyai tugas memimpin dan bertanggungjawab atas 
pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD secara teknis operasional 
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pirnpinan DPRD dan 
secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sek:retaris 
Daerah. 

Pasal 6 

Sekretaris DPRD 

Paragraf l 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 4, 
Sekretariat DPRD mempunyai fungsi : 
a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; 
b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; 
c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD kabupaten/kota; 
d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh 

DPRD; dan 
e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai 

fungsinya. 

Pasal 5 

Sekretariat DPRD mempunyai tugas membanru Bupati Jepara dalam 
melaksanakan urusan pemerintaban daerah berdasarkan fungsi unsur 
pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terbadap tugas dan 
fungsi DPRD dibidang administrasi kesekretariatan, keuangan, 
menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlu.kan oleh 
DPRD dalam melaksanakan hale dan fungsinya sesuai kebutuhan. 

Tugas dan Fungsi Sek:retariat DPRD 

Bagian Ketiga 
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(21 Bagan Organisasi Sekretariat UPRD sebagaimana tercantum dalam 
Lam_piran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraruran 
Bupari ini. 

Pasal4 



Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas: 
a. melaksanakan surat-menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan 

pimpinan DPRD: 
b. melaksanakan kearsipan; 
c. menyusun administrasi kepegawaian; 
d, menyusun rencana kerja cperasional kegiatan pelayanan administrasi 

kepegawalan; 
e. menyiapkan bahan adrninisrraai kepegawaian; 
f. menyelenggarakan urusan Perjalanan Dinas di Bagiannya 
g. menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli; 

clan 
h, menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar Urut kepangkatan 

dan formasi pegawai 

Pasal 10 

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dlmaksud dalarn ayat (lJ 
dipi.mpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Umum. 

(1) Bagian Umum terdirlda.ri: 
a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; 
b. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, 

Pasal 9 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagai.mana dimaksud dalam Pasal 7 
ayat (1), Bagian Umum mempunyai fungsi: 
a. penyelenggaraan ketatausahaan Sekretariat DPRD; 
b. pengelolaan kepegawaian Sekretariat DPRD; 
c. pengelolaan administrasi keanggot.aan DPRD; 
d. pemfasilitasian pelaksa.oaan pen.ingkaran kapasitas anggota DPRD; 
e. pengelolaan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD; 
L penyediaan fasilitasi Iraksi DPRD; 
g. penyelenggaraan pengadaan clan pemeliharaan kebutuhan rumah 

tangga DPRD; 
h. penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana 

DPRD; clan 
1. penyelenggaraan pengelolaan aset yang menjadi ranggung jawab 

DPRD. 

(2) Bagian Umum dipi.mpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Sekreta.ris DPRD. 
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penyelenggaraan Rapat-rapar clan Urusan Perjalanan Dinas di 
Bagiannya. 

Pasal 8 



Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
ayat (1), Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi: 
a. penyusunan perencanaan anggaran Sekretariat DPRDi 
b. pengevaluasian bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD; 
c. -pemverifikasian perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat 

DPRD; 
d. pemverifikasian kebutuhan perlengka.pan sekretariat DPRD; 
e. penyelenggaraan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD; 
I, pelaksanaan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat 

DPRD: 
g. pengoordinasian pengelolaan anggsran Sekretarlat DPRD; 
h. pemverifikasian pemnggo.ngjawaban keuangan Sekretariat DPRD; 
i. pengevaluasian laporan penaoggungjawaban pengelolaan keuangan 

Sekretariat DPRD; 

Pasal 13 

2) Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala yang 
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD. 

J) Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas menyusun kebijakan 
teknis, mengkoordinasikan dan melaksanakan togas, membina, 
memfasilltasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas dukungan 
teknis di bidang administrasi perencanaan dan keuangan DPRD. 

Pasal 12 

Bagian Program dan Keuangan 

Paragraf 3 

Sub Bagian Rumab Tangga clan Perlengkapan mempunyai rugas : 
a.. menganir dan pemeliharaan kebersihan kantor komplek Sekretariat 

DPRD; 
b. mengatur dan pemelibaraan halaman dan taman di komplek 

Sekretariat DPRD; 
c. mengatur dan mengelola keamanan komplek Sekretariat DPRD; 
d. memfasilitasi penyiapan tempat dan sarana rapat dan pertemuan. 
e. mengadakan barang dan jasa kebutuhan perlengkapan sekretariat 

DPRD; 
f. mendistribuslkan dan mengendalikan bahan perlengkapan; 
g. merenca:nakan pemeliharaan alat-alat perlengka.pan; 
h. menyediakan, mengurus, menyimpan dan mengeluarkan barang 

untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD; 
i. mengatur perneliharaan dan pengelolaan bahan bakar kendaraan 

dinas di Sekretariat DPRD; 
j. pengaturan penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi untuk 

keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD; dan 
k. pemeliharaan sarana, prasarana dan gedung. 
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Pasa1 11 



Sub Bagian Verifikasi, Akuntansi, den Pelaporan mempunyai tugas: 
a. merencanakan pemverifikasian keuangan; 
b. memverifikasi pertanggungjawaban keuangan; 
c. mengoordinasikan kepada pptk, bendahara dan pembantu ppk untuk 

pengajuan spp dan spm up/ gu/tu/ls; 
d. memverifikasi pereocanaan kebutuban rurnah tangga; 
e. memveriflkasl kebutuhan perlengkapan sekretariat dprd; 
f. merencanakan peoatausahaan keuangan; 
g. menyusun pengadministraaian dan pembukuan keuangan; 
h. mengkoordinasikan kepada pptk clan bendahara dalam pelaksanaan 

belanja dan pertanggungjawaban keuangan; 
L melaksanakan pengelolaan keuangan pirnpinan, anggota dan 

sekretariat dprd; 
j. menganalisis laporan keuangan; 
k. menganallsis laporan kinerja; dan 
L meoyusuo laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. 

Pasal 16 

Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran mernpunyai tugas : 
a. menyusun bahan perencanaan; 
b. menyusun RI<A dan DPA baik murni maupun perubahannya; 
c. menyelenggarakan urusan perjalanan dinas dibagiaonya 
d. menyusun perencanaan kebutuhan rumah tangga DPRD; dao 
e. merencanakan kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD. 

Pasal LS 

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Program dao Keuangan. 

(1) Bagiao Program dan Keuaogan terdiri dari : 
a. Sub Bagian Perencanaao dan Penganggarao; 
b. Sub Bagian Verifikasi, Akuntansi, dan Pelaporan. 
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j. pengoordmasian clan pengevaluasian laporan keuanganSekretariat 
DPRD; 

k, peogevaluasian pengadministrasian dan akuntansi keuangan 
Sekretariat DPRD; dan 

L penyusuoan laporan kinerja dan aoggaran Sekretariat DPRD. 

Pasal 14 



(4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dipimpin ohili seorang Kepala yang bera.da di bawab. dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Persidangan dan Pernodaog 
undangsn. 

(3) Bagian Persidangan dan Perundang-undangan terdiri dari : 
a. Sub Bagian Kajian Perundang-uandangan, Humas, dan Publikasi; 
b. Sub.Bagian Persidangan, Risalah, dan Protokol. 

Pasal 19 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana d!maksud dalam Pasal 17 
ayat (1), Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai 
fungsi: 
a. peoyelenggaraan kajian perundang-undangan; 
b. pemfasilitasian penyusunan program pembentukan peraturan daerah; 
c. pemfasilitasian penyusunan naskah akademik dan draf raperda 

inisiatif; 
d. pemverifikasian, evaluasi dan analisis produk penyusunan peraturan 

perundang-undangan; 
e. pengumpulan bahan peoyiapan draf raperda iaisiatif; 
I, pemfasilitasian penyelengaraan persidangan; 
g. penyusunan risalah rapat; 
h. peogkoordinasian pembahasan raperda; 
i. pernverifikasian, pengoordinasian dan evaluasi Daftar lnventaris 

Masalah (DIM); 
j. pernverifikasian, pengkoordlnasian dan evaluasi risalah rapat; 
k. penyelenggaraan hubungan masyarakat; 
L penyelenggaraan publikasi; dan 
m. penyelenggaraan keprotokolan. 

Pasal 18 

(2) Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dipimpin oleh seorang 
Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretarls 
DPRD. 

(1) Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas 
menyusun kebijakan teknis, mengkoordinasikan dan melaksanakan 
tugas, mernbina, memfasilitasi, mengevaluasi, clan melaporkan 
pelaksaoaan tugas dukungan teknis di bidang Pembuatan Risalah, 
menyelenggarakan Rapat-rapat dan/atau Persidaogan DPRD serta 
Urusan Perjalansn Dinas di Bagiannya. 

Bagian Persidangan dsn Perundang-undsngan 

8 
Paragraf 4 

Pasal 17 



Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimaoa dimaksud dalam Pasal 22 
ayat [I], Bagian Fasilitasi Penganggaran dao Pengawasan mempunyai 
fungsi: 
a. pemfasilltasian, verifikasi, dan pengoordioasian pembahasan KUA 

PPAS/KUPA PPAS Perubahan; 
b. fasilitasi, verifikasi. dan pengkoordinasian Pembahasan APBD/APBDP; 

Pasal 23 

2) Bagian Fasilltasi Penganggaran dan Peogawasan dipimpin oleh seorang 
Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris 
DPRD. 

1) Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas 
menyusun kebijakan teknis, mengkoordinasikan dan melaksanakan 
tugas, membina, memfasilltasi, mengevaluasi, clan melaporkan 
pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang fungsi dukungan 
penyeleoggaraan tugas dan fungsi DPRD bidang penganggaran clan 
pengawasan. 

Pasal22 

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan 

Paragraf 5 

Sub Bagian Persidangan, Risalah, dan Protokol mempunyai tugas : 
a. rnerencanakan program danjadwal rapat dan sidang; 
b. menyusun risalah, notulen dan catatan rapat-rapat; 
c. menyiapkan materi/bahan rapat DPRD; 
d. memfasilitasi rapat-rapat DPRO; 
e. menyiapkan bahan penyusunan rancangan rencana kerja DPRD 
f. merancang administrasi kunjungan kerja DPRD; 
g. menyusun bahan keprotokolan pimpinan DPRD; 
h. merencanakan kegiatan DPRD; dan 
i merencanakan keprotokolan pimpinan DPRD. 

Pasal 21 

Sub Bagian Kajian Perundang-uandangan, Humas, dan Publikasi 
mempuoyai ruga.s: 
a. melaksanakan kajian perundang-undangan: 
b, membuat koosep bahan penyusunan Naskah Akademik; 
c. menyusun bahan analisis produk penyusunan perundang-undangan: 
d. membuat konsep bahan penyiapan Draf Perda inisia:tif; 
e. merancang bahan pembahasan Peraturan Daerab; 
f. menyelenggarakan urusan perjalanan dinas di bagiannya 
g. menyusun bahan Daftar Jnventarisir Masalah (DIM); dan 
h. menyusun bahan komunikasi dan publikasi. 

Pasa.l 20 
' 



Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran mempunyai tugas : 
a. merencanakan pembabasan kua ppas/kupa ppas perubahan; 
b. menyusun bahan pembahasan apbd/apbdp; 
c. menyusun bahao pembahasan raperda pertaogungjawaban 

pelaksanaan apbd: 
d. menyusun bahan pembahasan laporan semester pertama dan 

prognosis enam bulan berikumya; 
e. menyelenggarakan urusao petjalanan dinas di bagiannya; 
f. menyusun bahao pembahasan laporan keterangan pertangungjawabao 

kepala daerah; clan 
g. menyusun bahan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil 

pemeriksaan BPK RI. 

Pasal 25 

(3) Masing-masing Sub Bagian sebagairoaoa dimaksud dalarn ayat (1) 
dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Penganggaran dan. 
Pengawasan. 

(1) Bagiao Penganggarao clan Pengawasan terdiri darl: 
a. Sub Bagian Fasilitasi Pengaoggarao ; 
b. Sub Bagian Fasilitasi, Pengawasan, Kerjasarna, dan Aspirasi. 
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c. Iaailitasi, verifikasi, dan pengkoordinasian pembaha.san Raperda 
pertanggungjawabao pelaksaoaan APBD; 

cL fasilitasi, verifikasi, dan pengkoordinasian pembahasan laporan 
semester pertama dan prognosis enam bu Ian berikutnya; 

e. fasilitasi, verifikasi, dan pengkoordinasian pembabasan laporan 
keterangan pertangungjawaban kepala daerab; 

f. fasilitasi, verifikasi, dan pengkoordinasian pembahasan terbadap tindak 
lanjut hasil pemeriksaan BPK RI; 

g. fasilitasi, verlfikasi, dan peogkoordinasiao aspirasi masyarakat; 
h, fasilitasi, peogoordinasian dan pengevaluasian rumusan rapat dalam 

rangka pengawasan; 
i. fasilitasi, verifikasi, clan peogkoordinasian pelaksaoaao penegakao kode 

etik DPRD; 
J. fasilitasi, verifikasi, dan pengkoordinasian dukungao pengawasan 

pe-nggunaan anggaran; 
k, fasilitasi, verifikasi, dan pengkoordinasian pengawasan pelaksaoaan 

kebijakao; 
1. fasilitasi, verifikasi, dan pengkoordinasian penyusunan pokok-pokok 

pikirao DPRD; dao 
m. fasilitasi, verifikasi, dao pengkoordinasiao persetujuao kerjasama 

daerah. 

Pasal 24 



Setiap Pimpinan Satuan organisasi padaSekretariat DPRD wajib mengikuti 
dan mematubi perunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing 
masing clan menyiapkan laporan berkala tepat pad a waktunya. 

Pasal 30 

Setiap pimpinan satuao organisasi pada Sekretariat DPRD 
bertaoggungjawab memimpin den mengkoordinasikan bawaban masing 
masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan 
tugas bawahannya. 

Pasal29 

Setiap pimpinan satuao organisasi pada Sekretariat DPRDwajib 
meogawasi bawahannya masing-rnasing den bila terjadi penyi:mpangan 
agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal28 

Dalam melaksanakan tugasoya, setiap pimpinan Organisasi dan 
Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat DPRD wajib menerapkan 
prinslp-prinsip koordinasi, integrasl dan sinkronisasi, baik dalam 
lingkungan masing-masing maupun antar saruan organisasi sesuai 
dengan rugas dao fungsinya. 

Bagian Keempat 

Tata Kerja 

Pasal 27 

Sub Bagiao Pasilirasi, Pengawasan, Kerjasama, dan Aspirasi mempunyai 
tugas , 
a. mengkaji ulang rumusao rapar da]am rangka pengawasan; 
b, merancang babao rapat-rapat internal dprd: 
c. menganalisis bahan dalarn pelaksanaan penegakan kode etik dprd; 
d. menganalisis bahan dukungan pengawasan penggunaan anggaran; 
e. menyusun bahan pengawasan pelaksanaan kebijakan; 
f. memfasilitasi reses dprd: 
g. merencanakan kegiatan hearing/dialog dengan pejabat pemerintah den 

masyarakat; 
h. menganaliais data/bahan dukungan jaringan aspirasi; 
i. menyelenggarakan urusan perjalanan dinas di bagiannya; 
j. meoyusun pokok-pokok pikiran dprd; dan 
k. melaksanakan kerjasama sekretariat dprd dan dprd. 

Pasal 26 
ii 



Dengan berlakunya Peraturan Bupatl ini , maka Peraturan Bupati Jepara 
Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasl, Tugas 
Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariac Dewan Perwak:ilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Jepara (Serita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 
39) dicabut dan dinyatakan ridak berlaku lagi. 

Pasal 35 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

(2) Syarat-syarat, prosedur dan ketentuan-ketentuan lain tentang 
pengangkatan dan pemberhentian tenaga ahli sebagaimana climaksud 
dalam ayat (l) ditetapkan dengan Keputusan Bupat! dengao 
persetujuan Pimpinan DPRD. 

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris DPRD dapat menyediakan 
cenaga ahli yang bertugas untuk membantu anggota DPRD dalam 
menjalankan fungsinya sesuai kemampuan dan kebutuhan, 

Pasal 34 

BAB ill 
TENAGA AHLI 

(2) Dalam ha! Sekretaris DPRD berbalangan tetap, tugas-tugasnya 
dilaksana.kan oleh seorang pejabat yang ditunjuk oleh Bupati atas 
pertimbangan dari Pimpinan DPRD sampai dengan diangkatnya 
Sekretaris DPRD defmitif. 

(1) Dalam ha! Sekretaris DPRD berhalangan tidak tetap (sementara), 
rugas-tugasnya dilaksanakan oleh sa1ah seorang Kepala Bagian di 
lingkungan Sekretariat DPRD yang dirunjuk oleh Bupati deogan 
memperhatikan saran Sekretaris DPRD serta pertimbangao Pimpinan 
DPRD· I 

Pasal 33 

Sekretariat DPRD menyusun analisisjabatan, petajabatan, analisis beban 
kerja, evaluasi jabatan dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di 
lingkungan Sekretariat DPRD. 

Pasal 32 

Setiap l.apo:ran yang diterima oleh pimpinan saruan organisasi pads 
Sekretariat DPRDdari bawahannya wajib diolah dan ctipergunakan sebagal 
bahan untuk penyusunan laporao lebih lanjut dan untuk memberikan 
petunjuk kepada bawahannya. 

Pasal 31 
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SEKRETARTS DAERAH 
KABUPATEN JEPARA 

Diundangkan di Jepara 
pada tanggal 2 Jaouari 2019 

Ditetapkan di Jepara 
pada tanggal 2 Januari 2019 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraruran Bupati ini dengan penempatannya dalam Betita Daerah 
Kabupaten Jepara. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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